
BABl 

PENDABULUAN 

Salah satu hal yang mempunyai peranan penting dalam pemeriksaan di 

persidangan untuk mcngupayakan pemberian putusan (vonnis) yang adil dan jujur 

menurut hukum adalah ha! pembuktian. llukum pembuktian merupakan 

keseluruhan aturan hukurn mengenai kegiatan atau rekonstruksi suatu kegiatan 

yang benar dari setiap kejadian mas:: Jalu yang relevan dengan persangkaan 

terhadap orang yang diduga 1nelakukan perbuatan pidana. 

t<.egiatan pembuktian sangat mendukung untuk mcmpcroleh kebenaran dan 

keadilan material menurut hukum. Dari pembuktian inilah hak.im memperoleh 

keyakinan yang ku.ll tentang bersalah tidaknya seseorang terdakwa yang 

dihadapkan di depan persidangan sehingga dengan demikian hakim dapat 

memberi putusan di depan persidangan sehingga dengan demikian hakim dapat 

memberi putusan (vonnis) yang seadil-adilnya. 

Menurut Pasal 184 KUHAP, alat bukti yang sah adalah : 

(1) a. Keterangan saksi, 

b. Keterangan ahli, 

c. Surat 

d. Petunjuk. 

e. Keterangan terdakwa. 
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(2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuk-tikan. 

Salah satu kedudukan dalam pembahasan skripsi ini yang juga merupakan 

satu masalah yang sangat penting dalam suatu proses penyidikan suatu peristiwa 

pidana adalah pengamanan barang bukti di tempat kejadian perkara, khususnya 

dalam tindak lanjut proses penyidikan. 

Adapun clasar hukum tcrhadap pengamanan barang bukti di tempat 

kejadian pc:rkara adalah Pasal 16 ayat I huruf b Undang-Undang No. 2 Tahun 

2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjelaskan "Melarang 

setiap orang mcuinggalkan atau memasuki tcmpat kejadian perkara untuk 

kepentingan penyidikan. Pasal di atas kemudian dipckruat oleb beberapa pasal 

dalam undang-undang yang sama seperti Pasal 15. 

Tempat Kejadian Perkara (selanjutnya disingkat TKP) merupaka.'l ha! 

terpentiog dalam proses penyidikan perkara dalam rangka membuat tcrang suatu 

perkara dan menemukan tersangkanya Keberhasilian polisi mengungkap tabir 

tindak kriminal tergantung pada Tindakan Pertama di Tempat Kcjadian Perkara 

(TPTKP). 

Dari data yang dikeluarkan Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) 

Mabes Polri. hampir 75 persen kasus-kasus kriminal yang terjadi di tanab air 

dapat diungkap dengan tuntas jika hasil olah TKP bisa berjalan dengan mulus.1 

1Sinar Harapan, Ani TKP dan K�buha.sl/an Polisi Mmgungkop Penstt.,..a Pidana, 
http:/fwww.google.tlcp. Oiakses ianggal 27 Moret 2008. 
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Tentunya keberhasilan tim olah TKP tersebutjuga tidak terlepas dari kondisi TKP 

itu sendiri. 

Kurangnya pengetahuan masyarakat dan media massa tentang arti penting 

TKP, justru ikut mempengaruhi kinerja tim olah TKP polisi untuk mengungkap 

scbuah kasus. Budaya masyaralcat Indonesia yang ingin mengetahui segala 

sesuatu ha! secara cep�t terkadang justru membU&t penyidik kepolisian menjadi 

kesulitan dalam mengungkap kasus pidana yang sedang disidik. 

A. Pengertian dan Pen�asan Judul 

Seperti lcita ketahui bahwa Skripsi harus mempunyai judul, dan judul 

Skripsi harus ditegaskan dan diartikan agar para pembaca tidak menimbulkan 

penafsiran atau pengertian yang berbeda-beda dari judul Skripsi ini, dimana judul 

Skripsi yang dimaksud adalah : "Tindakan Anggota Polri Dalam Pengamanan 

Barang Bukti di Tempat Kejadian Perkara". 

Untuk lcbih jelas maka di bawah ini penulis uraikan pengertian judul ini 

sccara kata demi kata sebagai berikut : 

- Tindakan dapat diartikan sebagai pcrbuatan.2 

- Anggota Polri adalah anggota dari Polisi Republik Indonesia yang menurut 

Pasal I angka 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Re-

2 Departemen Pendidikan Nasional, Komus Besor Bohl1.!a Indonesia. Balai Aksara. Jalcarta, 
2003, hal. 278. 
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publik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Rcpublik Indonesia 

- Dalam artinya jauh ke dasar, tentang sesuatu, d.i suatu tempal dan lain-tain.3 

4 

- Pengamanan Barang Bukti adalah merelokasikan dan menjaga suatu barang 

bukti yang memiliki hubungan dengan suatu peristiwa pidana. 

- Di Tempat Kejadian Perkara diartikan pengamanan barang bukti tersebut pada 

lokasi terjadinya tindak pidana. 

TKP dapat diartikan sebagai tempat di:rnana suatu tindak pidana atau tempal 

suatu peristiwa pidana terjadi, dan atau tempat lain ditemukannya korban atau 

barang bukti yang bcrkaitan dengan peristiwa pidana.4 

Berdasarkan pengertian di atas maY.a dapat dipahami bahwa peoegasan 

judul yang akan dibahas dalam hal ini adalah tentang aktivitas yang dilakukan 

pihak kepolisian sebagai penyidik dalam hal pelaksanaan pengamanan barang 

bukti di tempat kejadian perkara suatu tindak pidana. 

B. Alasan Pemiliban Judul 

Pasal 183 KUHAP mengatur, untuk menentukan salah atau tidak:oya 

seorang terdakwa untuk mcnjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa harus : 

Pembuktian harus dilakukan menurut ketentuan cara dan dengan alat­
alat bukti yang sah menurut UU. 

) lbid, bal. 623. 
'Sinar Harapan, Loc.Cll .. 
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- Dao kcyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas kctcntuan cara 

dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang.s 

Sekedar untuk menjajaki alasan pembuat undang-undang merumuskan 

Pasal 183 KUHAP, barangkali ditujukan unmk mewujudkan suatu ketentuan yang 

seminimal mllilgkin dapat menjamin tegak:nya kebenaran sejati, scrta tegaknya 

keadilan dan kepastian huk"Um. pendapat ini dapat dia:nbil dari makna penjelasan 

Pasal 183 itu sendiri. Dari penjelasan Pasal 18 KUHAP pembuat undang-undang 

telah mcncntukan pilihan bahwa sistcm pemb•Jktian yang paling tepat dalarn 

keh.idupan penegakan huJ..."Um di Indonesia ialah sistem pembuktian meourut 

undang-undaog secara negatif, demi tegaknya keadilan, kebcnaran dan kepastian 

hukum. Bukankah dalam sistem pembuktian ini, terpadu kesatuan penggabungan 

antara sistem Conviction-intime dengan sistem pemlluktian menuru undang-

undang secara positif. 

Untuk ha! yang demikian maka keberadaan pengarnWlan tempat kejadian 

perkara sebagai bukti awal penyidikan tindak pidaoa arnatlah penting dalarn 

hubungannya dengan pelaksanaan penegakan hukum pidana. 

C. Rumusan 1\-lasalah 

Adapun rumusan masalah dalarn penelitian ini adalah : 

s M. Yahya Harahap, Pembohasan Permasalahan don Penerapan J(UHAP, Jilid II, Pustalca 
Kanini, Jakarta, 2002, Ital. 800. 
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